PRI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN GAJI/TUNJANGAN KETIGA BELAS DAN/ATAU
TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DAN/ATAU CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian
Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji,
Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun atau Tunjangan serta ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Ketiga Belas
dan/atau Tunjangan Hari Raya kepada Gubernur, Wakil
Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Negeri Sipil, dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019;



Mengingat

i

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1939 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian

jaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaj,
Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6348);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 60357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6349);
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14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

16.

17.

18.

19.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310});

. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2014 Nomor 14});

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
Nomor 14);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018
Nomor 8);

Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistemn dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 23 Seri E) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2013 Nomor 1);

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2018 Nomor 31);



Menetapkan :
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20. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018
Nomor 78);

MEMUTUSEAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
GAJI/TUNJANGAN KETIGA BELAS DAN/ATAU TUNJANGAN
HARI RAYA KEPADA GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
SIPIL, DAN/ATAU CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
4

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjuinya disingkat
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan.

Pegawai Negeri Sipil, vang selanjutnya disingkat PNS, adalah

_UT;

pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

6. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS,
adalah calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan.

7. Tunjangan Ketiga Belas adalah Tunjangan Ketiga Belas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8, Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri,



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

-6 -

BAB II
TEKNIS PEMBERIAN

Pasal 2

Gubernur, Wakil Gubernur, dan/atau Anggota DPRD dapat
diberikan Gaji Ketiga Belas dan/atau Tunjangan Hari Raya.

PNS dan/atau CPNS dapat diberikan Gaji Ketiga Belas,

Tunjangan Hari Raya, dan/atau Tunjangan Ketiga Belas.
Pasal 3

Pemberian Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya, dan/atau
Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Gaji dan/atau Tunjangan Ketiga Belas dapat diberikan

sebesar penghasilan pada bulan Juni; dan/atau

b. Tunjangan Hari Raya dapat diberikan sebesar
penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum

bulan Hari Raya.

Khusus pemberian Tunjangan Hari Raya, dalam hal
penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari
Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum
dibayarkan sebesar penghasilan kepada vang bersangkutan,
dapat tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari

Raya.

Pasal 4

Tunjangan Harl Raya dapat dibayarkan paling cepat 10

(sepuluh) har kerja sebelum tanggal hari raya.

Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan pada bulan Juni.

Pasal 5

Penerima Gaj Terusan dari PNS, CPNS, dan/atau Pejabat
Negara yang meninggal dunia, dapat diberikan Tunjangan
Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji

terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan hari raya.

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat dibebankan pada Perangkat Daerah.



BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pemberian  Gaji/Tunjangan  Ketiga Belas dan/atau
Tunjangan Hari Raya dilaksanakan dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah serta ~mempedomani

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Mei1 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 27

Mei1 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 10



